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TENTAIIG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERTANTAN KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buru sesuai
Peraturan Daerah Kabupaten Buru, Nomor 7 Tahun 2Ol2
tentang Pernbentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pertanian Kabupaten Buttt, perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertanian diwilayah Kecamatan;

b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
Kabupaten Buru dimaksud untuk memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian diwilayah
Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Dinas
Pertanian KabuPaten Buru;

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Gmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
lg74 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor 43 Tahun L999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
tg74 Tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Repubtit< Indonesia Tahun L999 Nomor L69,

famUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
38eo);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 tentang
Pembentrrkan Provinsi Malulor Utara, Kabrapaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat {Lembaran Negara

nepuLtit Indonesia Tahun 1,999 Nomor L74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)

sebagaiman* t"lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2ooo tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 46 Tahun l-ggg tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana teiah diubah
dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Ind-onesia Tahun 2oo8 Nomor 59, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor  84 \;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2aa4 tentang
perimbangan ["r"rrg* Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah-(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia aa38);

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Feraturan Perundang-undangan (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahunzollNomorS2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523al.:'

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2O0O tentang Pengangkatan Pengawai Negeri sipil Dalam

Jabatan StrrltturJ lGmUaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a 196);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OO7 tentang

Pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Infionesia Tahun 2OO7 Nomor 89' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oa7 Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor aft7l;
g.KeputusanMenteriDalamNegerid.lotonomiDaerah

NomorSoTahun2oootentangPedomanSusunan
Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor o7 Tahun 2AL2

tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pertanian Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten

Buru Tahun 2Ol2 Nomor 07);

1L. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2ol2
tentang pembentukan *ecamatan Lolong Guba Kabupaten

Buru(LembaranDaerahKabupatenBuruTahun2oL2
Nomor 2O);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2Ol2

tentang Pembentukan Kecamatan waelata Kabupaten Brrru

(Lernba:ran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2AL2 Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru
tentang Pembentukan Kecamatan

Nomor 22 Tahun 2Ol2
Fena Leisela KabuPaten

Buru (Lembaran Daerah KabuPaten
Nomor 22);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 23 Tahun 2Ol2

tentangPembenttrkanKecamatanTelukKaielyKabur^1t91
Buru Jt.*brr"t Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2

Nomor 23);

Buru Tahun 2Al2



14.

15.

16.

t7.

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2Ol2

tentangPembentukanKecamatanLilialyKabupatenBuru
(Lembara, p^"rrt, Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2Ol2

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Buru Tahun A"gga'"t' 2}lg pembaran Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2OL2 Nomor 27);

PeraturanBupatiBuruNomorl2?ahun2OOTterltang
Pembentukan UPTD Pertanian Kabupaten B3ru (Berita

DaerahKabupatenBuruTahun2OOTNomor12);
PeraturanBupatiNomor4lTahun2ot2tentangPenjabaran
Anggaran PenJapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Buru Tahun Anggaran ?9.13 (Berita Daerah

f"Urp"t"n Buru Tahun 2OL2 Nomor t2ll;

MEMUTUSKAII :

PERATURANBUPATIBURUTENTANGPEMBENTUKANUNIT
PELAKSANA T TIIiS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BURU'MeaetaPkan :

BAB I
K TEI{TUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah BuPati Buru;

4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buru;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru

T. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah

KabuPaten Buru
g. unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Teknis

Dinas pertanian Kabupaten Buru yang melaksanakan sebagai tugas

Operasional T\rgas Dinas di Wilayah Kecamatan'

BAB II
PEMBENTUI(AIT

Pasal 2

Dengan Peraturan ini di bentuk :

a.UnitPelaksanaTeknisDinas(UPTD),DinasPertanian
di Kubalahin Kecamatan Lolong Guba'

b.UnitPelaksanaTeknisDinas(UPTD)'DinasPertanian
di Basalale Kecama tan W aelata'

c.UnitPelaksanaTeknisDinas(UPTD},DinasPertanian
di Wamlana Kecamatan Fena Leisela'

Kabupaten Buru

Kabupaten Buru

Kabupaten Buru



d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Pertanian kabupaten Buru
di Kaiely Kecamatan Teluk Kaiely.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Pertanian kabupaten Buru
di Sawa Kecamatan Lilialy.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Pertalian kabupaten Buru
di Namlea Kecamatan Namlea.

BAB III
r{EDUDUKAN, TUGAS FOKOK DAII PUNGSI

UNIT PELITKSAITA TEKNIS DINAS

Pasal 3

(U Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional
Dinas Pertanian di Wilayah Kecamatan.

(21 Unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara
Operasional dikoordinasikan oleh Camat

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Mempunyai tugas Pelaksanaan sebagaian T\rgas
Dinas Pertanian yang mempunyai Wilayah kerja pada Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Unit
pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
b. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi

c. Melaksanakan hrgas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Buru.

BAB IV
Susunan Otgaaisasi

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terdiri dari :

a. Kepala UPTD

b. Petugas Administrasi;
c. Petugas Operasional;

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Badan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana
terlampir dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan bagran tak
terpisahkan.



BAB V

TATA KER.'A

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas Kelompok

Fungsional, Petugas Administrasi Petugas Operasional w4iib menerapkan

prinsip koordina"f lrrt"gr.si dan Singkronisasi secara Vertikal dan Horisontal

baik didalam lingkungan masing-masing antara satuan organisasi dalam

lingkungan fecamatan serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-

masing.

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wqiib mengawasi bawahan masing-

masing dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil 1""991 langkah yang

diperlukan sesuai dengan Peraturan pelundang-undangan yang berlaku'

Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggUng jawab untuk memimpin

dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaall tugas bawahannya'

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan memenuhi

petunjuk-petunjuk serta bertanggung j;** kepada Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten Buru serta ?enyampaikan laporan berkala tepat

pada waktunYa.

BAB VI
I'EPANGI(ATAN PEITGATTGI(ATAN DAIY PEMBERIIEIYTIAN

Pasal 1()

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas usul Sekretaris Oaeiah berdasarkan masukan Kepala Dinas

sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan -yqlg 
U"Tl{*'

Kepala Unit Pelaks arlaal- Teknis pirr"l diangkaioleh Bupati dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai keGntuan Peraturan Perundang-

undangan Yang berlaku'

(1)

12)
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BAB VII
I(BTENTUAN PENUTUPAil

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun{angan Peraturan

Birpati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru'

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 19 Februai 2OL3

Diundangkan di Namlea,
pada tanggal, 19 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH

'fxerurerer BURU,,
I

----ABDUL AIT'ID SOULISA

BTRITA DATBAII KABUPArpN BURU TAIIUN 2OIE IvOMOR 15
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